
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 14 TAHUN 2O2L

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapra,ja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182f );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O Tentang

Kebljakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Vitus Disease 2Ol9 (Couid-

19) dan/atau Da1am Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 87, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6a85);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

g. Perahrran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2OL9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (ftmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tanrtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 632211'
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1 1.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L78ll;

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BEI.,ANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintahan Kabupaten adalatr Pemerintah Kabupaten

Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Muara Enim.

5. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

6. Badan Perencanaan dan PembangUnan Daerah yang selanjutnya

disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan peraturan daerah-

8. Rencana Keda Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perenc€rnaan daerah untuk periode 1

(sattr) tahun yang merupakan Rencana PembangUnan Tahunan

Daerah.

g. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,

yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang

memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen

yang rnernqat rencalaa pendapatan, belanja, dan pembiayaan

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD'
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10. Frogram adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)

atau lebih Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan

kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan

oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan Daerah.

11. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagran dari Program yang

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Keda Perangkat

Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu Program dan terdiri dari selnrmpulan tindakan pengerahan

sumber daya baik yang bempa personil atau sumber daya

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam

bentuk barang/jasa.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk

menampung seluruh Penerimaan Daeratr dan membayar seluruh

Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang

memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan Kerja

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum

daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.

14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar

penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-

15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah

Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima

hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau

surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah

membayar langsung.

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang digUnakan untuk penerbitan surat perintah

pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD'
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17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut

SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat

perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD

kepada pihak ketiga.

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

atas beban APBD.

L9. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan Umsan Pemerintahan Daerah.

20. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah unsur perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab atas pengusulan,

evaluasi, peng€rnggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pertanggungiawaban, pelaporan dan monitoring Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD.

22. Satuan Keda Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urrsan Pemerintahan

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai bendahara umum daerah.

24.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak datam kapasitas sebagai BUD.

25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat

PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan 1 (satu)

atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai

dengan bidang tugasnYa.

26. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keda Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. hibah;

b. bantuan sosial;

c. ketentuan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial;

d. monitoring dan evaluasi; dan

e. pendaftaran, pengusulan dan evaluasi Hibah dan bantuan

sosial melalui sistem berbasis elektronik.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hibah kepada :

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara;

d. Badan Usaha Milik Daerah;

e. Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia; dan/atau

f. partai politik.

l2l Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang ,

barang atau jasa.

(3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (21adalah

uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah

untuk pelaksanaan progrElm, kegiatan dan sub kegiatan.

(4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21adalah barang atau jasa yang diberikan secara langsung

kepada penerima Hibah.

(5) pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan

pemerintahan wqiib dan belanja urusan pemerintahan pilihan

kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan.
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Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program,

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah kabupaten sesuai

urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait

dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD terkait.

Penganggaran belanja Hibah yang bukan merupakan urusan

dan kewenangan Pemerintah kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan

untuk menunjang pencapaian sasara.n program, kegiatan dan

sub kegiatan Pemerintah kabupaten, dianggarkan pada SKPD

yang melaksanakan urusan pemerintah€rn umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesilik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak

tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah

atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. partai politik; dan/atau

4. ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan'

d. memberikan nilai manfaat bag Pemerintah Kabupaten

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(71

(8)

(e)
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Pasal 4

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan keda dari

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang

wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten

Muara Enim yang antara lain diberikan kepada unit kerja pada

Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan

pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk

penyediaan blanko karhr tanda penduduk elektronik.

Hibah dari Pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilarang

tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada

daerah otonom baru hasil pemekaran Pemerintah Kabupaten

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan untuk

meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah kabupaten dari

Pemerintah hrsat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d tidak dapat diberikan

benrpa barang kecuali uang atau jasa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan atau

lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

(21

(s)

(4)

(s)

(6)

(71
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b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh

Menteri, Gubernur atau BuPati; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya

diakui oleh Pemerintah h.rsat dan/atau Pemerintah

kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari

pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai

dengan kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan

kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

hurrf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan

pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf f diberikan kepada partai politik sesuai dengan

ketentuan peraflrran perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat {71 diberikan dengan persyaratan paling

sedikit:

a. memiliki kepengumsan di daerah domisili;

b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa

setempat atau sebutan lainnYa; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Kabupaten dan/atau badan dan lembaga yang

berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah

Kabupaten untuk menunjang pencapaian sasaran program,

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah kabupaten selaku

pemberi Hibah.

(e)
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(21 Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diberikan dengan persyaratan

pding sedikit:

telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan

hukum dan hak asasi manusia;

berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Kabupaten; dan

c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f

yaitu berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai

politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang besaran

penga.ngga-ran belanja bantuan keuangan kepada partai politik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kedua

Pengusulan

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah, badan dan

lembaga serta organisasi kemasyarakatan dan partai politik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat

menyampaikan usulan Hibah baik berupa uang atau berupa

barangljasa secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala Perangkat

Daerah Teknis Terkait paling lambat sebelum Rencana Kerja

Pembangunan Daerah atau sebelum Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah ditetaPkan.

(21 setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya diperkenankan satu usulan tertulis yaitu berupa surat

permohonan dan ProPosal Hibah.

(3) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan

evaluasi terhadap pemberian Hibah tersebut dan apabila

memenuhi ketentuan, dapat diberikan.

(1) Usulan

lainnya,

Daerah,

Pasal 7

tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Badan usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik

badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan

b.
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dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

terdiri dari:

a. surat permohonan; dan

b. proposal.

(21 Surat permohonan dan proposal ssfagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:

a. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk

pemerintah pusat;

b. Kepala Daerah untuk pemerintah daerah lainnya;

c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

d. Ketua/ pimpinan/ sebutan lainnya untuk badan atau

lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit memuat:

a. proposal Hibah bentpa uang:

f . identitas dan alamat pengusul;

2. latar belakang;

3. maksud dan tujuan; dan

4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran

Biaya.

b. proposal Hibah berupa barang/jasa:

f . identitas dan alamat Pengusul;

2. latar belakang;

3. maksud dan tujuan;

4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

5. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan

6. lokasi pemberian barang/jasa.

Pasal 8

(1) Usulan tertulis dari badan atau lsmfagal serta organisasi

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

terdiri dari:

a. surat Permohonan;

b. proposal; dan

c. kelengkapan dokumen administrasi.

(21 Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Ketua/
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pimpinan/ sebutan tainnya badan, lembaga atau organisasi

kemasyarakatan.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling

sedikit memuat:

a. proposal Hibah beruPa uang:

f . identitas dan alamat Pengusul;

2. latar belakang;

3. maksud dan tujuan; dan

4. rincian rencana pengguna€ur Hibah/Rincian Anggaran

Biaya.

b. proposal Hibah berupa barang/jasa:

f . identitas dan alamat pengusul;

2. latar belakang;

3. maksud dan tujuan;

4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

5. volume, harga/rincian biaya barangliasa; dan

6. lokasi pemberian barang/jasa.

t4l Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, paling sedikit terdiri dari:

a. fotokopi Karhr Tanda Penduduk Ketua/ pimpinan/ sebutan

lainnya badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

b. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah

mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangt

urus€ur hukum dan hak asasi manusia atau pengesahan/

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD

terkait sesuai dengan kewenanga.nnya atau dokgmen lain

yang dipersamakan;

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. fotokopi surat keterangan domisili dari Lurah lKepala Desa

setempat atau sebutan lainnYa;

e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi

yang berwenang;

f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti

pedanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang

dipersamakan.

g. surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermaterai

cukup yang sebagaimana tercantum dalam Format 1

Lampiran Perattrran Bupati ini; dan
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h. salinan rekening bank yang masih aktif atas

lembaga atau organisasi kemasyarakatan

benrpa uang.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

huruf b, huruf c dan huruf f, dikecualikan bagt:

a. tempat ibadah;

b. majelis taklim; dan

c. taman/tempat pendidikan Al-Quran,

yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang

bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.

(6) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b dan huruf e dikecualikan bagi badan atau lembaga yang

telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (71.

Bagian Ketiga

Verifikasi Usulan

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasat 6 ayat (3) melakukan penelitian dan verifikasi

terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Hibah

baik berupa uang atau bempa barartg/iasa secara tertulis dan

dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah

adanya duplikasi dan/atau kelengkapan dokumen yang telah

sesuai ketentuan usulan.

Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan/atau

peninjauan lapangan.

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (21 hanya

diperuntukan untuk Hibah yang memerlukan penelitian fisik.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penetitian dan verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah

Teknis Terkait membentuk Tim Penelitian dan Verifikasi.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilalmkan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan

ketentuan dalam pemberian Hibah dan dituangkan dalam hasil

penelitian administrasi yang ditandatangani oleh Tim Penelitian

dan Verifikasi.

nama badan,

untuk Hibah

pada ayat (4)

(1)

(21

(3)

(4)

(5)
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peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian

antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan

dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani

oleh Tim Penelitian dan Verifikasi. '-

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyErmpaikan hasil

penelitian dan veri{ikasi administrasi Hibah dan/atau berita

acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dan ayat {71kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara peninjauan

lapangan ditandatangani.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dapat menerbitkan

rekomendasi pengusulan Hibah atau surat penolakan

permohonan Hibah yang disampaikan kepada pemohon Hibah

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penelitian dan

verifikasi administrasi dan/atau berita acara peninjauan

lapangan diterima oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Format laporan hasil penelitian dan verifikasi administrasi

dan/atau berita acara peninjauan lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebagaimana tercantum

dalam Format 2.1 dan Format 2.2 setta, Format surat penolakan

permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

sebagaimana tercanturm dalam Format 3 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Bagian Keempat

Rekomendasi Pengusulan

Paragraf 1

Rekomendasi Pengusulan Hibah berupa Uang

Pasal 10

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait membuat dan

menyampaikan surat rekomendasi pengusulan Hibah berupa

uang secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala Bappeda'

Rekomendasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat bempa persetqiuan atau pengurangan atas usulan Hibah'

17l

(8)

(e)

(1)

(2t
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(s)
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Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U

disertai Rencana Anggaran Biaya atas rencana penggunaan

Hibah sesuai nominal rekomendasi.

Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah-

Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala

Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar

pencantuman alokasi anggarurn Hibah berupa uang dalam

rancanga.n RKPD atau rancang€rn Perubahan RKPD.

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan

material terhadap hasil penelitian dan verilikasi dan

rekomendasi atas usulEm pemberian Hibah.

Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Format 4.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rekomendasi Hibah berupa Barang/Jasa

Pasal 11

Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara

peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait membuat dan

menyampaikan surat rekomendasi Hibah berupa barang/jasa

secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala Bappeda.

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U

memuat paling sedikit:

a. identitas penerima Hibah barang/jasa;

b. jenis dan jumlah barang/jasa;

c. standar Harga satuan atau standar sahran Pokok

Kegiatan/ Analisis Standar Belanja/ sub kegiatan;

d. barang/jasa; dan

e. nominal.

Dalam hal Hibah bempa barang/jasa menggunakan harga

satuan atau standar satuan pokok kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 hul.Lf c, maka dilampirkan dengan

Rencana Anggaran Braya sebogai pembentuk standar Harga

(3)
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Satuan atau Standar Satrran Pokok Kegiatan/Analisis Standar

Belanja.

Standar Harga Satuan atas barang/jasa atau Standar Satuan

Pokok Kegiatan/Analisis Standar Belanja atas kegiatan/sub

kegiatan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dalam

penganggaran belanja Hibah berupa barang/jasa.

Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah-

Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala

Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar

pencantuman alokasi a.nggaran Hibah berupa barang/jasa

dalam rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD.

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan

material terhadap hasil penelitian dan verilikasi serta

rekomendasi atas usulan pemberian Hibah bempa barang/jasa.

Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Format 4.2lannpiran Peraturan Bupati ini.

Bagran Kelima

Penganggaran

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA SKPD.

(2) Hibah berupa baraagljasa dicantumkan dalam RKA SKPD.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau

Perubahan APBD sesuai ketentuan peratrrran perundang-

undangan.

Pasal 13

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat

(1) dianggarkan pada Perangkat Daerah Teknis Terkait dan

dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada

program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah Teknis Terkait.

(s)

(6)

(71

(8)
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(21 Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) dianggarkan pada Perangkat Daerah Teknis

Terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub

rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daeratr Teknis Terkait.

Pasal 14

Berdasarkan APBD atau Perubahan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, daftar n€una penerima, alamat penerima dan

besaran Hibah dicanhrmkan dalam I"ampiran Peraturan Bupati

tentang Peqjabaran APBD atau Perubahan APBD sesuai ketenhran

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan Hibah berupa

barang/jasa hrdasarkan DPA Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Pasal 16

(1) Penetapan Penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa

didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/Pembahan

APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD/ Penjabaran Perubahan APBD.

(21 Daftar penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran :ugurtgl rincian

barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan

Keputusan BuPati.

(3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima

Hibah berrrpa ua.ng atau barang/jasa yang tercanhrm dalam

daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis Terkait.

(4) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menjadi dasar PenYaluran Hibah.

(5) Format daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada

(ayat) 4 tercantrrm dalam Format 5 Peraturan Bupati ini.
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Paragraf 2

NPHD Hibah beruPa Uang

Pasal 17

(u setiap pemberian Hibah bempa uang terlebih dahulu

dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala

Perangkat Daerah Teknis Terkait dan Penerima Hibah.

(21 NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima Hibah;

b. hrjuan pemberian Hibah;

c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan

f. tata, cara pelaporan Hibah.

(3) Sebelum dilakukan penandatangan NPHD, Kepala Perangkat

Daerah Teknis Terkait melakukan penelitian kesesuaian NPHD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21dengan:

a. Rencana Anggaran Biaya atas penggunaan Hibah;

b. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam Peraturan

Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan

APBD; dan

c. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah.

(4) NPHD ditandatangani oleh kepada Kepala Perangkat Daerah

Teknis Terkait dan penerima hibah.

(5) Bentuk NPHD Hibah bempa uaIlg sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Format 6.1 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 3

NPHD berupa Barang/Jasa

Pasal 18

(1) Setiap pemberian Hibah berupa barangljasa terlebih dahulu

dihrangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala

Perangkat Daerah Teknis Terkait dan penerima Hibah berupa

barang/jasa berdasarkan DPA SPKD atau Perubahn DPA SKPD.

(21 NPHD atas Hibah bempa barang/jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat ketenhran mengenai:
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a. pemberi dan Penerima Hibah;

b. tujuan pemberian Hibah;

c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata. cara penyaluran/penyerahan Hibah;

f. tata. cara pelaPoran Hibah; dan

(3) Sebelum dilakukan penandatang€u1an NPHD, Kepala Perangkat

Daerah Teknis Terkait melakukan penelitian kesesuaian NPHD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21dengan:

a. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam Peraturan

Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan

APBD; dan

b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah.

(4) Bentuk NPHD berupa barangljasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Format 6.2 L"ampiran Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 4

Pencairan Hibah BeruPa Uang

Pasal 19

(1) Pencairan Hibah berupa uang dari Pemerintah kabupaten

kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan

NPHD.

(21 Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan Hibah

kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:

a. surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana

Anggaran Biaya penggunaan Hibah yang telah disesuaikan

dengan nilai besaran Hibah yang diterima sesuai daftar

penerima Hibah, alamat penerima dan besaran Hibah dalam

lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau

Penjabaran Perubahan APBD;

b. NPHD;

c. fotokopi Karhr Tanda Penduduk penerima Hibah;

d. fotokopi rekening bank yang rnasih aktif;

e. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap ditandatangani

oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima Hibah atau

sebutan lainnYa;
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f. pakta integritas bermaterai cukup; dan

g. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.

Bentuk Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf f tercantum dalam Format 7 l,arnpitan Peraturan Bupati

ini.

Pasal 2O

Pencairan Hibah diproses oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran

dan PPK SKPD pada Perangkat Daerah Teknis Terkait sesuai

dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening

Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Hibah.

Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk

diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

melalui PPK SKPD berdasarkan:

a. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;

b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah;

c. Pakta Integritas; dan

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD, PPK SKPD

menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala

Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan selanjutnya

mentransfer dana Hibah ke nomor rekening bank penerima

Hibah.

penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal pada saat usulan pencairan Hibah berupa uErng

terjadi pergantian pimpinan badan/ lembaga/ organisasi

kemasyarakatan/partai politik penerima Hibah, harus

(3)

(1)

(21

(4)

(s)

(1)
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dibuktikan dengan surat keputusan pergantian/ pengangkatan

pimpinan organisasi/lembaga I partat politik yang bersangkutan

sesuai ketentuan peratrrran perundang-undangan.

Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan

badan / le mbaga I organisasi kemasyarakatan I partai politik maka

pencairan Hibah berupa uang untuk organisasi/lembaga lpartar

politik yang bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya

sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan musyawarah

dan/atau putusan pengadilan yang berkelcuatan hukum tetap

dan batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal sampai batas akhir pencairan tahun anggaran

berkenaan belum terdapat keputtrsan musyawarah dan/atau

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam

penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, maka alokasi a.nggaran Hibah untuk badan,

lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang

bersangkutan dibatalkan.

Paragraf 5

Penyaluran Hibah berupa Barang/Jasa

Pasal22

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait selaku Pengguna Anggaran

melaknkan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA SKPD atau

Perubahan DPA SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa-

Pasal 23

(1) Penyaluran Hibah dari Perangkat Daerah Teknis Terkait kepada

penerima Hibah berrrpa barang/jasa dilakukan setelalr

penandatanganan NPHD.

(21 Penyerahan Hibah berupa barang/jasa disertai dengan berita

acara serah terima.

(3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

dan penerirna Hibah barang/jasa.

(3)
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Pasal24

(1) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Kepala

Perangkat Daerah Teknis Terkait selaku Pengguna Anggaran

kepada penerima Hibah setelah dilengkapi dokumen

administrasi sebagai berikut :

a. berita acara serah terima bermaterai cukup, dicap dan

ditandatangani;

b. NPHD;

c. fotokopi Karhr Tanda Penduduk Pengurus;

d. surat pernyataan tanggung jawablpakta integritas

bermaterai cukuP; dan

e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(21 Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam rangkaP 2 (dua).

(3) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan

sah oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait, maka

penyerahan Hibah dapat dilakukan-

(4) Bentuk Format berita acara serah terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Format 8

Lampiran Peraturan BuPati ini.

Bagran Ketujuh

Pelaporan dan Pertanggungi awaban

Pasal 25

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah Teknis Terkait atas

pemberian Hibah meliPuti :

a. Usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Bupati cq.

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait;

b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah;

c. NPHD;

d. pakta integritas; dan

e. Bukti transfer atas pemberian Hibah berupa uang atau berita

acara serah terirna/bukti serah terima barang/jasa atas

pemberian Hibah berupa barang/jasa.
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Pasal 26

(1) Pertanggungiawaban penerima Hibah meliputi :

a. laporan penggunaan Hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup yang

menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima telah

dipergunakan sesuai dengan NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

ketentuan peraturan perrrndang undangan bagi penerima

Hibah berupa u€rng atau salinan berita acara serah

terima/bukti serah terima barangljasa untuk bagi penerima

Hibah berupa barang/jasa.

(21 Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Benhrk surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam

Format 10 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan

material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

Penerima Hibah menyarnpaikan pertanggungiawaban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan

huruf b kepada Bupati c.q Kepala Peralgkat Daerah Teknis

Terkait untuk Hibah berupa uang dan barang/jasa, paling

lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan monitoring

dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hibah.

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima

Hibah selaku objek pemeriksaan.

Terhadap penerima Hibah yang masih terdapat sisa anggaran

yang belum terselesaikan sesuai dengan NPHD sampai dengart

akhir tahun a.nggar€rn, maka wqiib menyampaikan laporan

kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah selaku PPKD paling lambat 31 Desember tahun

anggaran berkenaan.

al

(3)

(4)

(s)
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(6) Dalam hal terdapat penerima Hibah yang masih terdapat sisa

anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir

tahun berkenaan maka penerima Hibah wajib menyetorkan ke

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember tahun

anggaran berkenaan.

Pasal 28

(1) Laporan penggunaan Hibah disertai su.rat pengantar yang

ditujukan kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah Teknis

Terkait paling sedikit meliPuti:

a. laporan keuangan, paling sedikit memuat :

1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai

Rencana Anggaran BiaYa;

2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Hibah;

3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah

sampai dengan realisasi kegiatan/ sub kegiatan;

4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilampirkan bukti

setoran pengembalian sisa dana Hibah ke Rekening Kas

Umum Daerah; dan

5. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. laporan kegiatan/sub kegiatan, paling sedikit memuat:

1. pendahuluan;

2. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

3. hasil pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;dan

4. penutup/kesimPulan.

(21 [.a.poran penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung

jawab bermaterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) hurlf a dan huruf b ditandatangani serta dibubuhi capl

stempel oleh:

a. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk

Pemerintah Pusat;

b. Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk Badan

Usaha Mitik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara;

d. Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan, lembaga,

atau organisasi kemasyarakatan; dan

e. Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk Partal- Politik.
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Pasal 29

Hibah berupa uang dan Hibatr berupa barang/jasa' dicatat sebogai

realisasi belanja Hibah datam program, kegiatan dan sub kegiatan

pada Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Pasal 3O

Realisasi Hibah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Teknis Terkait

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagran Kesatrr

Umum

Pasal 31

(1) Bantuan Sosial dapat bempa uang atau barang.

{21 Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Sosial

sebagaimasa dimaksud pada ayat (1) kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara tertrs

menerus dan selektif yang berfujuan untuk melindungl dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaart

tertentu dapat berkelanjutan.

(3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah

kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau

bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial

akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi

wajar.

(4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan

setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosid telah

lepas dari risiko sosial.

(5) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan umsan

pemerintatran pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketenttran perahrran perundang-undangan'
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Pasal 32

(1) Anggota/Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) meliPuti :

a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang

mengalami risiko sosial; atau

b. lembaga non pemerintatran bidang pendidikan, keagamaan,

dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,

kelompok, dalf atau masyarakat yang mengalami keadaan

yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial-

(2) Bantuan Sosial berupa uang terdiri atas :

a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan

b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(3) Bantuan Sosia1 berupa utrng sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung

kepada penerima Bantuan Sosial seperti :

a. beasiswa bagi anak miskin;

b. yayasan pengelola Yatim Piahr;

c. masyarakat lanjut usia;

d. masyarakat terlantar;

e. masyarakat penyandang disabilitas;

f. hrnjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak

mampu; dan/atau

g. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian

Bantuan Sosial.

(4) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3L ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung

kepada penerima Bantuan Sosial seperti :

a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa

swasta dan masYarakat tidak mamPu;

b. banhran makanan/pakaian kepada yatim piatu/hrna sosial;

c. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu;

dan

d. lainnya.

(5) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagairnana dimaksud pada

ayat (3) hgruf a dialokasikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas narna' alamat

penerima dan besarannya pada saat pen]rusunan APBD
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berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Sosial

dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait'

(6) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan

dianggarkan pada Perangkat Daerah Teknis Terkait dan dirinci

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada

program, kegiatag, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah Teknis Terkait.

(71 Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dialokasikan

untqk kebuhrhan akibat risiko sosial yang tidak dapat

diperkirakan pada saat pen5rusunan APBD yang apabila dihrnda

penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih

besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(8) Banttran sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (21hurlf b, antara lain :

a. banhran kematian kepada individu/masyarakat;

b. bantuan biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin;

c. bantuan korban kebakaran bagi individu/masyarakat;

d. bantrran korban banjir bagi individu/masyarakat; dan

e. bantuan sosial lainnYa.

(9) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Kepala Perangkat

Daerah Teknis Terkait.

(1O) Totaf pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya tidak boteh melebihi total pagu

alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dan

penganggaran Baltuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dianggarkan dalam Belania Tidak Terduga.

(11) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan

material atas penggunaan Bantrran Sosial yang diterimanya.

Pasal 33

(1) pemberian Banttran Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak tenrs menerus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan Penggunaan.
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Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon

penerima Bantuan Sosial yang ditujukan untuk melindung, dari

kemungkinan risiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki identitas kependudukan

sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang undangan.

Iftiteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan batrwa pemberian

Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap

tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan

diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun

Eurggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari

risiko sosial.

Kriteria sesuai tqjuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial

meliputi :

a. rehabilitasisosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. pen€ulggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulanganbencana.

Pasal 34

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(5) hurrrf a ditqiukan unhrk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar'

t2l Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko

dari ggncangan dan kerentanan sosial Seseorang, keluarga,

kelompok masyarakat agax kelangsungan hidupnya dapat

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal'

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (5) hurlf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial

(s)
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mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5)

hul:tf d merupakan skema yang melembaga unhrk menjamin

penerima bantuan agar dapat memenuhi kebuhrhan dasar

hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 33 ayat (6) hul.Lf e merupakan kebijakan, program,

kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang,

keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat

memenuhi kebuhrhan yang layak bagi kemanusiaan.

PenanggUlangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 ayat (6) huruf f mempakan serangkaian upaya yang

dihrjukan untuk rehabittasi.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial yang Direncanakan

(1) Bantuan Sosial Yang

barang.

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 35

direncanakan daPat

(21 Bantuan Sosial bempa uang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diusulkan dari calon penerima Bantuan sosial

dag/atau atas usulan Kepala Perangiat Daeratr Teknis Terkait.

(3) Usulan Kepala Perangkat Daeratr Teknis Terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 merupakan Bantuan sosial yang

diberikan kepada individu dan/atau keluarga'

(4) Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 5oo/o (lima

puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan

usulan dari calon penerima Banhran Sosial'

(6)

bempa uang atau
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Paragraf 2

Pengusulan calon Penerima Bantuan sosial Berupa uang

Pasal 36

(1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non

pemerintahan dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial

yang direncanakan beruPa uang.

(21 Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. proposal, Paling sedikit memuat:

f . identitas Pengusul;

2. alamat Pengusul;

3. latar belakang;

4. maksud dan tujuan; dan

5. renc€rna penggunaan Bantuan Sosial'

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokoPi Kartu Tanda Penduduk;

2. surat pernyataan tanggung jawab;

3. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa

setemPat; dan

4. salinan rekening bank yang masih aktif'

(3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintahan sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1), beruPa :

a. proposal, Paling sedikit memuat:

f . identitas Pengusul;

2. alamat Pengusul;

3. latar belakang;

4. maksud dan tqjuan; dan

5. rencana penggunaan Bantuan sosial/Rencana Anggaran

Biaya.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:

1. fotokopi Karhr Tanda Penduduk kehra/ pimpinan/

sebutan lainnya Lembaga non pemerintahan;

2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah

mendapatpengesahandariKementerianyang
rnernbidangi hukurn atam pejabat yang berwenang sesuai

denganketenhranperaturanperundangundangan;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
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4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari rurah

/kepala desa setempat;

5. fotokopi inn operasional/tanda daftar lembaga dari

instansi yang berwenang;

6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau

bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen

lain yang dipersamakan;

7 . surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan

8. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama

kmbaga non pemerintah.

. Pasal 37

Usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan/atau dokumen

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan

kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait paling

lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan.

ParagrafS

Pengusulan oleh Kepala SKPD atas Bantuan Sosial Berupa Uang
Kepada Individu dan/atau Keluarga

Pasal 38

(1) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dapat mengajukan

surat usulan tertulis Bantuan Sosial berupa ua.ng yang

direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

{21 Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pendataan SKPD.

(3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pating

sedikit memuat data:

a. Nama calon penerima, Nomor Induk Kependudukan (NIK),

alamat, usia, jenis kelamin; dan

b. besaran Bantuan Sosial.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sofieopy

dan/atau lnrdrcpg.

(5) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanttrm

dalam Format l,1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(6) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait bertanggung jawab

penuh secara formil dan materiil atas surat usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (31 yang dihrangkan dalam surat

pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
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Pasal 39

Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 dan Pasal 38 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala

Bappeda disertai surat rekomendasi paling lambat sebelum RKPD

atau Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 4

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 40

(1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non

pemerintahan dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial

yang direncanakan berupa barang kepada Bupati Cq. Kepala

Perangkat Daerah Teknis Terkait paling lambat sebelum RKPD

atau Perubahan RKPD ditetapkan.

(21 Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. proposal, paling sedikit memuat:

f . identitas pengusul;

2. alamat pengusul;

3. maksud dan tujuan; dan

4. kebutuhan barang.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Karhr Tanda Penduduk; dan

2. surat pernyataan tanggung jawab.

(3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. proposal, paling sedikit memuat:

f . identitas pengusul;

2. alamat pengusul;

3. latar belakang;

4. maksud dan tujuan; dan

5. kebutuhan barang.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Ketua/pimpinan/sebutan lainnya Lembaga non

pemerintah;
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2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah

mendapat pengesahan dari Kementerian yang

membidangi hukrrm atau pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari

lurah/ kepala desa setempat;

5. fotokopi izrn operasional/tanda daftar lembaga dari

instansi yang berwenang;

6. fotokopi sertilikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau

bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen

lain yang dipersamakan; dan

7. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup.

Paragraf 5

Penelitian dan Verifikasi Usulan

Pasal 41

(1) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 dan Pasal 40 melakukan penelitian dan

verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan

usulan Bantuan Sosia1 secara tertulis dan dokumen terkait

lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya

duplikasi usulan.

(21 Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalnrkan dengan cara penelitian dan verilikasi administrasi

dan/atau peninjauan lapangan.

(3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (21 hanya

diperuntukan untuk Bantuan Sosial yang memerlukan

penelitian fisik.

(4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penelitian dan verifrkasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah

Teknis Terkait membentuk Tim penelitian dan verilikasi.

(5) Penelitian dan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21dilakukan oleh Tim penelitian dan verilikasi untuk

meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan

Bantuan Sosial yang dituangkan dalam hasil penelitian dan

verifi kasi administrasi.
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Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

ditakukan di lokasi pengusul Bantuan Sosial oleh Tim penelitian

dan verifikasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan Bantuan

Sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita

acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim

penelitian dan verifikasi.

Benhrk hasil penelitian dan verifikasi administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan bentuk berita acara peninjauan

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam

Format 2.1, dan Format 2.2l,anpiran Peraturan Bupati ini.

Pasal42

Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi administrasi dan

berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait membuat dan

menyampaikan surat rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang

atau barang terhrlis kepada Bupati c.q Kepala Bappeda.

Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala

Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat {21 menjadi dasar

pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam

rancangan RKPD atau Perubahan RKPD.

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan

material terhadap penelitian, verifikasi dan rekomendasi atas

usulan pemberian Bantuan Sosial.

Pencantuman alokasi €rnggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (41, meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau

barang.

Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4.1 Lampiran

Peraturan Bupati ini.

(6)
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Pasal 43

Untuk Bantuan Sosial berupa barang, surat rekomendasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. jenis barang;

b. volume; dan

c. harga satuan barang.

Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (U

huruf c diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

sebagai komponen dalam penganggaran belanja Bantuan Sosial

benrpa barang.

Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial bempa barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format

4.2lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 44

(1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan Bantuan

Sosial bempa barang dicantumkan dalam RKA SKPD.

(21 RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penganggar€rn Bantuan Sosial yang direncanakan dalam APBD

atau Perubahan APBD sesuai ketentuan perahran pemndang-

undangan.

Pasal 45

Kepala Perang!<at Daerah Teknis Terkait menganggarkan Bantuan

Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang ke dalam RKA

SKPD yang dirinci menumt objek, rincian objek, dan sub rincian

objek pada progrzrm, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Pasal 46

(1) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait mengusulkan daftar

penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial yang

direncanakan.

(21 Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan

besaran Bantuan Sosial yang direncagakan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD / Penjabaran Pembahan APBD.

(3) Bentuk Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 tercantum dalam Format 12 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

Pasal 47

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa

uang dan barang berdasarkan atas DPA SKPD atau Pembahan DPA

SKPD.

Pasal 48

(1) Penetapan penerima Bantuan Sosial bempa uang atau barang

didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBDlPerubahan

APBD dan Peratrrran Bupati tentang Penjabaran

APBD/ Penjabaran Pembahan APBD.

(21 Daftar penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disertai besaran ua.ng yang akan

diserahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Daftar penerima Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disertai jenis barang, volume dan harga

satuan barang yang akan diserahkan.

(4) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima

Bantuan Sosial bempa uang atau barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) menjadi tanggung jawab

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Paragraf 7

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 49

(1) Penerima Banhran Sosial yang direncanakan benrpa uang

mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial

kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:

a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial yang dilengkapi

Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Sosial

sesuai daftar n€rma penerima, alamat penerima dan besaran

Bantuan Sosial.
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b. fotokopi Karhr Tanda Penduduk;

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;

d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan

ditandatangani penerima Bantuan Sosial;

e. pakta integritas bermaterai cukup; dan

f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan jika diperlukan.

(21 Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa

uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan

secara sekaligus dan/atau bertahap.

(4) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait bertanggung jawab

penuh secara formal dan material atas pencairan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(5) Benhrk pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e tercantum dalam Format 13 Lampiran Peraturan Bupati

ini.

Pasal 50

(1) Pencairan Bantuan Sosial diproses oleh PPTK, Bendahara

Pengeluaran dan PPK SKPD sesuai dengan mekanisme

pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke

nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial.

(21 Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk

diajukan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD berdasarkan :

a. DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD;

b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Bantuan Sosial;

c. pakta integritas; dan

d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.

(3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dinyatakan lengkap oleh PPK SKPD, PPK SKPD menyiapkan

SPM-LSI untuk ditandatanganai oleh Kepala SKPD.

(4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan selanjutnya

mentransfer dana Bantuan Sosial ke nornor rekening bank

penerima Bantuan Sosial.
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(5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 51

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait selaku Pengguna Anggaran

melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA SKPD atau

Perubahan DPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 52

(1) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait kepada penerima

Bantuan Sosial setelah dilengkapi dokumen administrasi

sebagai berikut :

a. berita acara serah terima bermaterai cukup, dibubuhi cap

dan ditandatangani Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

dan penerima Bantuan Sosial;

b. fotokopi Karhr Tanda Penduduk;

c. pakta integritas bermaterai cukup; dan

d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan jika diperlukan.

(21 Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(3) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka

penyerahan Bantuan Sosial dapat dilakukan.

Paragraf 9

Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 53

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan

Bantuan Sosial berupa barang menyarnpaikan laporan penggunaan

Bantuan Sosial kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah Teknis

Terkait.
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Pasal 54

Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang/jasa

dicatat sebagai realisasi belanja Bantuan sosial dalam program,

kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Pasal 55

(1) Pertanggungiawaban Perangkat Daerah reknis Terkait atas

pemberian Bantuan Sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima Bantuan sosial kepada Bupati

c.q Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait;

b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Bantuan Sosial;

c. pakta integritas; dan

d. bukti transfer atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang

atau berita acara serah terima/bukti serah terima barang

atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

(21 Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab

secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial

yang diterimanya.

(3) Pertanggungiawaban penerima Bantuan Sosial yang

direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi:

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai

dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

peraturan perundang-undangan bagl penerima Bantuan

Sosial berupa uang atau salinan berita acara serah

terima/bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan

Sosial berupa barang.

(41 Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala

Perangkat Daerah Teknis Terkait untuk Bantuan Sosial berupa

uang dan Bantuan Sosial berupa barang.

(5) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {41

disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun

Anggaran Berkenaan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan

peraturan perundang undangan.
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Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan monitoring

dan evaluasi dalam rangka evaluasi penggunaan Bantuan Sosial

berupa uang dan/atau percepatan penyampaian laporan

penggunaan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan

Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 56

Banttran Sosial berupa uang dan Hibah barang/jasa dicatat sebagai

realisasi belanja Bantuan Sosial dalam progr€rm, kegiatan dan sub

kegiatan pada Perangkat Daerah Teknis Terkait.

Pasal 57

Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Teknis Terkait sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagran Ketiga

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat

Direncanakan Sebelumnya

Paragraf I
Pengusulan

Pasal 58

Individu dan/atau keluarga dapat menerima Bantuan Sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang

dengan mengajukan surat usulan tertulis atau berdasarkan

surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga atau surat

keterangan dari pejabat yang berrvenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala

Perangkat Daerah Teknis Terkait untuk mendapat persetujuan

secara tertulis setelah dilakukan penelitian, verifikasi dan

mendapatkan surat rekomendasi dari Perangkat Daeratr Teknis

Terkait.

{71

(1)

(21



-4t-

(3) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dapat mengajukan

surat usulan tertulis Bantuan Sosial berupa ua.ng yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (2) huruf b.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 59

Banhran Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa

uang dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Pasal 6O

Pagu alokasi anggarEm Bantuan Sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran Banttran Sosial yang

direncanakan.

Paragraf 3

Pencairan

Pasal 61

(1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya, pencairannya diajukan oleh Kepala Perangkat

Daerah Teknis Terkait dengan tata cara sebagai berikut:

a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja

paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan

belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD Rekomendasi

paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya

Rencana Kebuhrhan Belanja.

(21 Pencairan Banttran Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan

DPA SKPD Belanja Tidak Terduga pada SKPD Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri surat

rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
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(3) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD

selaku BUD dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

sesuai ketersedia€rn anggar€rn.

Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21harus dilengkapi dokumen

administrasi, meliputi:

a. Surat Penyataan Tanggung Jawab Muflak Pengguna

Anggaran Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait;

b. fotokopi Kartu'Tanda Penduduk; dan

c. fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan/atau

d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan

ditandatangani penerima Bantuan Sosial.

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilengkapi dengan surat

rekomendasi pencairan dari Kepala Perangkat Daerah Teknis

Terkait kepada PPKD selaku BUD.

Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap oleh

PPKD selaku BUD, maka PPKD selaku BUD memproses

pencairan dana Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak

Terduga.

(71 Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 4

Pelaporan dan Pertanggungi awaban

Pasal 62

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bempa

uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Banhran Sosial pada

pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

SKPKD/PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(s)

(6)
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Pasal 63

(1) Pertanggungiawaban Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait

atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan

meliputi :

a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantrran

Sosial atau surat keterangan dari pejabat berwenang kepada

Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait atau

usulag/permintaan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah

Teknis Terkait; dan

b. bukti transfer/bukti serah terima uang/kuitansi atas

pemberian Banhran Sosial berupa uang atau bukti serah

terima barang atas pemberian Bantuan Sosial bempa

barang.

(21 Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa

uang bertanggung jawab secara formal dan materiil atas

penggunaan Banttran Sosial yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (21meliPuti :

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai

dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

peraturan perundang-undangan bagr penerima Bantuan

Sosial yang tidak direncanakan berupa uang.

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat

Daerah Teknis Terkait untuk Bantuan Sosial yang tidak

direncanakan berupa uang pding lambat 31 Desember Tahun

Anggaran Berkenaan, kecuali ditenhrkan lain sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hur1f c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan

Sosial selaku objek Pemeriksaan.

Pasal 64

(1) Realisasi Bantrran Sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dicantumkan dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak
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Terduga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada sKpD

yang melaksanakan fungsi SKpKD/ppKD.

(21 Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam La.poran Realisasi

Anggaran dan catatan atas Laporan Keuangan pada sKpD yang

melaksanakan fungsi sKPKD/ppKD sesuai standar Akuntansi

Pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN PENGGUNAAN DANA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 65

Dana Hibah dan Banhran sosial tidak dapat dialihkan dari

penerima hibah kepada pihak lain

Dana Hibah dan bantuan sosial tidak dapat digunakan diluar

kegiatan/ sub kegiatan yang telah diusulkan sesuai proposal

NPHD.

Apabila penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak

melaksanakan kegiatan/sub kegiatan danlatau melaksanakan

kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal/NPHD

yang diusulkan, maka penerima Hibah atau Bantuan Sosial

wajib mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang

diterima kepada Pemerintah kabupaten dengan cara disetor ke

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember Tahun

Anggaran Berkenaan, kecuali ditenhrkan lain sesuai ketentuan

peraturan perundang undangan.

Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak

mengembalikan dana Hibah atau Banhran Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan/atau terlambat atau tidak

menyampaikan laporan penggunaan maka dilakukan

penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan

dan/atau pencairan Hibah atau Bantuan Sosial pada pengajuan

atau usulan berikutnya.

Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak

mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan/atau terlambat atau tidak

menyampaikan laporan pengguna€rn, dapat dikenai sanksi

administratif ataupun sanksi lain dan/atau sanksi pidana

sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(3)

(41

(5)



(1)

(21

-45-

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 66

Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan monitoring dan

evaluasi atas pemberian Hibah dan/atau Bantuan Sosiat.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur

paling lambat 31 Januari tahun anggar€Ln berikutnya.

l.a.poran hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat t2l sebagaimana tercantum dalam Format L4

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Dalam hal Perangkat Daerah Teknis Terkait tidak melakukan

monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan/atau

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

PENDAFTARAN, PENGUSULAN DAN EVALUASI HIBAH DAN

BANTUAN SOSIAL MEI,ALUI SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 67

(1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi berbasis elektronik,

proses pendaftaran, pengusulan, penga.nggaran, pelaksanaan

dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta

monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem

informasi berbasis elektronik.

(21 Pelaksanaan pendaftaran, pengusulan, penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian

Hibah dan Bantrran Sosial yang berstrmber dari APBD melalui

sistem informasi berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3)

(41
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Nomor 34 Tahun 20ll tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 10 Seri E) beserta

perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 tr{ei 2A2L

PJ. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M

Diundangkan di Muara Enim
pada tansgal ,1 rlei 2O2L

PJ. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2L NOMOR 14



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR :14 TAHUN 2021

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN HTBAH DAN

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

FORMAT 1 BET,ANJA DAERAH.

SURAT PERI.IYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSUL

(KOP SURAT )

(PENGUSUL HIBAH/ BANTUAN SOSTAL)

SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. KTP

Alamat

Jabatan

Nama Lembaga

Alamat Iembaga

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala/Sebutan Lainnya*) (Lembaga

Pemohon Hibatr/Banhran Sosial), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang di4jukan di dalarn

proposal Hibah/Bantuan Sosial*) untuk Tahun Anggaran dan apabila

dikemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap

bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul.

2. Al1arr menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggungiawab atas

penggunaannya secara formal dan materiil apabila mendapatkan Hibah/Banhran

Sosial*) dari Pemerintatr Kabupaten Muara Enim.

Demikiag surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur

paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim,

Nama Jabatan

(materai cukup)

Narna Jelas
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FORMAT 2.1

HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI ADMIMSTRASI

(Nama Lembaga Penerima Hibatr/Bantuan Sosial*)

TAHUN ANGGARAN

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun

..... (........ .......) yang bertanda tangan di bawah ini:

No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tanean

Berdasarkan Surat Ttrgas Kepala SKPD (nama SKPD Pemberi Rekomendasi)

Nomor tanggal bulan tatrun

telah melakukan penelitian administrasi terhadap:

Nama (Lembaga ) :

Alamat (kmbaga) :

Dengan hasil sebagai berikut:

No. Data Administrasi Ada
Tidak
Ada

Keterangan

A. Kelengfapan Proposal Usulan Hibah/ Bantuan

Sosial

1. Identitas dan alamat pengusul

2. L,atar belakang

3. Maksud dan tujuan
4. Rincian rencana kegiatan (iadwat pelaksanaan

kegiatan)

5. Rincian rencana penggunaan Hibah/ Bantuan

Sosial (rincian anggaran biaya)

B Dokumen Administrasi

1. Fotokopi l(artu Tanda Penduduk (KfP)

ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi

kemasyarakatan*)

2. Fotokopi Akta Notaris pendirian baddl hokum yang

telah mendapat pengesahan dari kementerian yang

membidangi hukrm atau tau Keputusan Gubernur
atau Keputusan Bupati tentang pembetukan

organisasi/lembaga atau dokumen lain yang

dipersamakan*)
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No. Data Adminisbasi Ada
fidak
Ada

Keterangan

3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NP\ilPf)

4. Fotokopi surat keterangan domisili organisasi

kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau

sebutan lainnya*)

5. Fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari

instansi yang berwenang*)

6. Surat pernyataan tanggung jawab berrnaterai

cukup*)

7. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama

badan. lembaga atau organisasi kemasyarakatan

8. Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang

dipersamakan*)

9. Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya

apabila ada (tanda terima laPoran

pertanggungi awaban)*)

Demikian l,aporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan

sebagamana mestinya.

Catatan:

*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Tim Penelitian dan Verifikasi,
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FORMAT 2.2

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

(Nama Lembaga Penerima Hibah/ Bantuan Sosial")

TAHUN ANGGARAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun

(......'....-.. .) yang bertanda tangan di bawah ini:

No. Nama Jabatan Dalam Tim Tanda Tansan

Berdasarkan Surat T\rgas Kepala SKPD (narna SKPD Pemberi Rekomendasi)

telah peninj auan lapangan terhadap :

fr[am?. (Lembaga) :

Alamat (kmbaga) :

Dengan hasil sebagai berikut:

No. Data Administrasi Sesuai
Tidak
Sesuai

Keterangan

A. Kelengkapan proposal usulan Hibah/Bantuan
Sosial

1 Identitas dan alamat pengusul

2. I.a.tar belakans
3. Maksud dan tuiuan
4. Rincian rencana kegiatan (iadwal pelaksanaan

keeiatanl
5. Rincian rencana penggunaan Hibah/Bantuan

Sosial (rincian anggaran biaya)

B. Dokumen Administrasi
1. Fotokopi Karhr Tanda Penduduk (KTP)

Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi
kemasvarakatan *) (aslinval

2. Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hokum
yang telah mendapa.t pengesahan dari
kementerian yang membidangi hukum atau
Keputusan Gubernur atau Keputusa.n Bupati
tentang pembetukan organisasi/lembaga atau
dokumenlain yang dipersamakan *) (aslinya)

3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ")
Iaslinva)

4. Fotokopi surat keterangan domisili organisasi
kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau
sebutan lainnva *l (aslinval
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No. Data Administrasi Sesuai
Tidak
Sesuai

Keterangan

5. Fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga

dari instansi vang berwenang *) {aslinva)
6. Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai

cukun ") (aslinval

7. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama
badan. lembaga atau organisasi kemasyarakatan
faslinval

8. Fotokopi SK kepengurusan atau dolmmen yang
dioersamakan *l faslinval

9. Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya

apa.bila ada (tanda terima traporan

oertancsunsiawabanl *l

Demikiag Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan

sebagamana mestinya.

Catatan:

*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Pengusul Hibah/Balhran Sosial*) KehraTim Evaluasi

(Nama Jelas) (Narna Jelas)
NIP ............
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FORMAT 3

(BENTUK SURAT PENOI"AKAN PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL1

BERUPA UANG DAN BARAI.IG/JASA)

(KOP SKPD)

Nomor
Sifat
Lampirart
Hal

Muara Enim, .....2O..

Kepada

Yth. Pemohon Hibatr/Bantuan Sosian
di-

TEMPAT

Penolakan Permohonan
Hibah/ Bantuan Sosial*)

Sehubungan dengan permohonan Hibatr/Banttran Sosial*) yang

diajukan kepada Ehrpati melalui Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi

sesuai surat Nomor .... tanggal ... hal

dan setelatr dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan,

dengan ini disampaikan permohonan Hibah/Banhran Sosial sebagaimana

dimaksud tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Kepala Perangkat Daeratr Teknis Terkait,

(Nama Jelas)

NIP ............

Tembusan:

1. Bupati Muara Enim

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr

*) pilih salah satu
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FORMAT 4.1

(BEI.ITUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSI.AL BERUPA UANG)*

KOP SKPD

Nomor

Sifat
I"ampiran

Hal Rekomendasi Pengusulan

Hibah/Bantuan Sosial

berupa Uang")

Muara Enim, ................2O..

Kepada

Yth. Bupati Muara Enim Melalui

Kepala Bappeda KabuPaten

Muara Enim
di-

MUARA EMM

sehubungan dengan permohonan Hibah/Bantuan sosial") yang

diqiukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi

setelatr dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan

ini direkomendasikan kepada penerima Hibatr/Bantuan Sosial*) sebagaimana

rincian terlampir. Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan

saya bertanggungiawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini.

Kepala Perangkat Daeratr Teknis Terkait,

Jelas)(Nama
NIP ....

") pilih salah satu
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Lampiran

(DAFTAR REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BER1JPA UANG)*

Kepala Perangfut Daerah Teknis Terkait,

(Narna Jelas)

NIP

l pilih salah satu

No. Nerna Alamat

Tujuan dan Rencana Kegiatan

Keterangan

KeSiatan
E}esaran

Usulan Rekomendasi

1. Tujuan:

Kegiatan.......... Rp Rp

:: Rp..........

Dst
Rp Pn

Total
Rp Rp....

2. Tuiuan:

Kegiatan...... :: Rp ...............

Rp
Rp

Dst :: Rp ..............

Total
Rp

Rp

3. dst
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FORMAT 4.2

(BENTUK REKOMENDASI HIBAH / BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/ JASA)

KOP SKPD

Nomor

Sifat
Lampirart
Hal Rekomendasi Pengusulan

Hibatr/Bantuan Sosial

berupa Barang/Jasa*)

Muara Enim, ................20..

Kepada

Yth. Bupati Muara Enim Melalui
Kepala Bappeda Kabupaten
Muara Enim
di-

MUARA ENIM

sehubungan dengan permohonan Hibah/Banhran sosial*) yang

diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi .............

sesuai surat Nomor tanggal

;""rj;;;il-,itJfi"#*t*#"",ffiT#*administrasi
Nama

Alamat
Jenis Barang/Jasa **)

Volume
Harga Barang/Jasa **)

Unhrk dapat diproses

undangan.

(.............. -...............)

lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-

Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait,

(Nama Jelas)

NrP .............

hal
dan

*) pilih salah satu
**) sesuaikan dengan jenis Hibah/Bantuan Sosial (barang/jasa)
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FORMAT 5

DAF'TAR PENERIMA, AI,AMAT

DAI.I BESARAN AIOKASI HIBAH DITERIMA

Kepala Perangfuat Daera]r Teknis Terkait,

(Nama Jelas)

MP.............

No. Nama Penerima Alamat Penerima
Nomor Identitas

Penerima {NIKdan
No. I(artu Kelurml

Besaran
Hibah (Rp)



- 11-

FORMAT 6.1

(NASKAH PER"IANJI.AN HIBAH DAERAH BERUPA UANG)

PERJANJI.AN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

PERANGKAT DAERAH TEKNIS TERKAIT

DAN

(NAMA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HTBAH BERUPA UANG

Pada hari ini ... tanggal ..............bulan ..--...-...... tahun ......-......... yang

bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama: .............
Dalarn Jabatan sebogai Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi .......... (sesuai dengan

Nama SKPD dan alamat pejabat penanda tangan); oleh karenanya sah berwenang

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, untuk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

il. Nama:
Jabatan ...., berkantor di Jln. ...dalam hal

ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah

yang bersanglutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal

Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok

Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan akta Nomor ........... yang

dibuat di hadapan Notaris di ................ sebagaimana telah disahkan

melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ..... yang dimuat dalam Berita

Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun oleh karenanya satr

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah

Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, untuk selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di

atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1959 tentang Pembenflrkan Daerah Tingkat

II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a286h

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendatraraan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nom.or 15 Tahrrn 2OO4 tentang Perrreriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4aOO);
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5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a5O3);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Rrsat dan Daerah (Iembaran Negara Tahun 1999 Nomot 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 38a8);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubatr teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja tentang Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peratgran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang Standar Akuntansi

Pemerintatran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322l-;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1781);

12. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi

Hibah dan Banhran Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Daeratr Kabupaten Muara Enim Nomor ......);

13. Keputusan Bupati Nomor .... Tahun ...... tentang Penetapan Penerima

Hibah/Bantrran Sosial Kepada Organisasi Pemerintatr/Non Pemerintatr,

Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai

Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ......;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi

(Narna SKPD Pemberi Rekomendasi) Nomor ............ Tanggal

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah berupa

syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Uang, dengan

Pasal 1

JUMI.AH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang kepada PITIAK KEDUA

sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp

... ( ........... Rupiah).

{21 Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan

Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagran yang tidak
terpisatrkan dari naskatr perjanjian Hibah daerah ini.

(3) Penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bertqjuan

untuk

9.
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(1)

(2t

PASAL 2

PENGGUNAAN

PIHAK KEDUA menggunakan belanja Hibah berupa uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan

Hibah/Proposal.
Belar{a Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

No. Uraian Keeiatan / Penqgunaan Jumlah Rp.

1. Nama Kegiatan .......
(Uraian Belartja) Rp
(Uraian Belanja) Rp

Contoh:
Belanja Konsumsi Rp 5O.0OO,OO

Belanja ATKi Rp 2O.O0O,00

Rp

2. Narna Kegiatan
(Uraian Belanja) Rp ..........
(Uraian Belanja) Rp ..........

Contoh:
Belanja Konsumsi Rp 5O.00O,OO

Belanja ATK Rp 2O.000,0O

Rp

JUMLAH KESELURUHAN Rp

nrr:iah

Pasal 3

HAK DAN KEWA.'IBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA yang

disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh

persyaratan dan kelengkapan berkas pengqiuan dana telah dipenuhi oleh

PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada pihak lain.

PIHAK KEDUA menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah.

Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati

Cq. Kepala Peranglat Daerah Teknis Terkait yang meliputi laporan

keuangan dan laporan kegiatan/sub kegiatan paling lambat tanggal 31

Desember tahun anggaran berkenaan.

(5) PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah dan objek pemeriksaan,

menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai

peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

FIAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(U PIHAK PERTAMA memproses pencairan Hibah berupa uang dan

mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan

dan kelengkapan berkas pengajuan dana Hibah telah dipenuhi oleh

PIHAK KEDUA.

(1)

(2t

(3)

(4)
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(21 Menunda memproses pencairan Hibah berupa uang apabila PIHAK

KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengftapan berkas

pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

SANKSI

(1) Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai

dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan

ke Rekening Kas Umum Daeratr paling lambat tanggal 31 Desember

Tahun Anggaran berkenaan.

(21 Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatanlsub kegiatan

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 dan/atau melaksanakart

kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan,

maka ha11s mengembalikan dana Hibah yang yang telah diterima kepada

PIHAK PERTAMA melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian perjanjian Hibah ini dibuat dan ditanda tangarri di Muara Enim pada

hari darr tanggal tersebut di atas dalam tangkap 2 (dua) masing-masing

bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama' I (sattr)

eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan I (satu) eksemplar untuk PIHAK

KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Nalrra Jabatan Kepala Peralgtcat Daerah

Teknis Terkait,

Narna Jelas Nama Jelas

NIP

.) bagr penerima Hibah instansi pemerintah
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FORMAT 6.2

(NASKAH PER.IANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA BARANG/JASA)

PER"IANJIAN

ANTARA

PEMERII.ITAH KAE}UPATEN MUARA ENIM

PERANGKAT DAERAH TEKNIS TERKAIT

DAN

(NAMA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Pada hari ini ... tanggal ..............bulan .............. tahun .........-...... yang

bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .............
Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi .......... (sesuai dengan

Nama SKPD dan alamat pejabat penanda tangan); oleh karenanya sah bennrenang

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama: .............
Jabatan ...., berkantor di Jln. ..'.... ...........d41'rn hal

ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang

bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal

Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok

Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor ........... yang

dibuat di hadapan Notaris di ................ sebagaimana telatr disatrkan

melalui Keputusan Menteri Hukum dan FIAM Nomor ..... yang dimuat dalam Berita

Negara Republik Indonesia Nomor .. Tatrun tanggal .......... dan

tambahan Berita Negara Nomor Tahun oleh karenarrya satr

berwenang bertindak untuk dan atas narna Pemerintah/Pemerintatt

Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, untuk selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Batrwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di

atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu

memperhatikan ketenhran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tI

dan Kotaprqia di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun

f959 Nomor 73, Tambatran kmbaran Negara Nomor l82ll;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (I"embarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahara,an Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Perrgelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Iembaran Negara Tatrun 2OO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4aOO);
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6.

7.

8.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a5O3);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 38a8);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679l.;'

Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OfO Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632214

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:ur:2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor l78ll;
12. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor ......);

13. Keputusan Kepala Bupati Nomor .... Tahun ...... tentang Penetapan

Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kepada Organisasi Pemerintah/Non
Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat

serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran......;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi
(SKPD Pemberi Rekomendasi) Nomor ............ Tanggal ......, PARA

PIFIAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah berupa barxrg/jasa, dengan

syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah bempa barang/jasa kepada PIFIAK KEDUA
sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dengan rincian
sebagai berikut :

No.
Nama

Barans/Jasa
Jumlah

Barans/Jasa
Spesifikasi

Barans/Jasa
Nilai

Barans/Jasa
Keterangan

I
Jumlah

Hibah berupa barang/jasa sebagailrana dimaksrrd pada. ayat (1) dipergrrnakan

sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagran

yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian Hibah daerah ini.

9.

(21
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(3) Penggunaan belanja Hibah berupa barang/jasa sebagaimana rtimaksud pada

ay at (21 berhrjuan untuk
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat (3) berupa

barang/aset, maka barang/ aset menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan

dalam aset/neraca PIFIAK KEDUA

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menerima Hibah berupa barang/jasa dari PIHAK PERTAMA

dengan jenis/spesifikasi dan jumlatr/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan Hibatr

bempa barang/jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah berupa barang/jasa sebagaitnana

dirnaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

PIHAK KEDUA menandatangarri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan

Hibah Berupa Barang/Jasa.

PIHAK KEDUA berkewajiban menggunat<an barang/jasa Hibatr hanya untuk

tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan

menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibatr kepada PIHAK

PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau

paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

HAK DAN KEWA.JIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA segera menyerahkan Hibah berupa barang/jasa, apabila

seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyeratran

barang/jasa Hibatr telatr dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap

dan benar.

PIHAK PERTAMA menunda penyerahan Hibatl berupa barang/jasa apabila

PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelenglrapan berkas

pengqjuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas

penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungiawaban

penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PENYERA}IAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Untuk penyeratran Hibah berupa barang/jasa, PIHAK KEDUA harus melengkapi

dokumen sebagai berikut:
a. Naskah Perjaqiian Hibah Daerah;

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (I(TP) Pengurus;

c. surat pernyataan tanggungjawab bermeterei cukup; dan

d. per€yaratan lain sesuai ketentuan perahrran perundang-undangan.

PIHAK KEDUA setelatr menerima brang/jasa Hibatr dari PIHAK PERTAMA segera

melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan pemntukannya dan

ketentuan penrndang-undangan.

Penyeratran Hibatr Daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

dicanturnken dalarn Berita Acara Serah Terima-

(1)

(2)

(3)

(4)

(u

121

(3)

(1)

(2t

(3)
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PASAL 5
SANKSI

(1) Dalam hal penerima Hibatr tidak menggunakan Hibah bempa barang/jasa
sesuai dengan peruntukannya maka harrs mengembalikan Hibah berupa
barang/jasayang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.

l2l Dalam hal penerima Hibah tidak mengembalikan dana Hibah dan/atau tidak
menyampaikan laporan penggunaan dan/atau Laporan Audit, maka dapat
dilakukan penundaan dan/atau penolakan dalam peng4iuan usulan dan/atau
pencairan Hibah dan/atau Bantuan Sosial.

Demikian perjartjian Hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Muara Enim pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangftap 2 (dua) masing-masing berma terai
cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sarrra, 1 (sattr) eksemplar untuk
PIHAK PERTAMA dan I (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Narna Jabatan

Narna Jelas
NIP.... (bagi penerima Hibatr instansi

pemerintah)

PIHAK PERTAMA

Kepala Perangkat Daerah

Teknis Terkait,

Nama Jelas

MP
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Format 7

(PAKTA INTEGRITAS HIBAH)

KOP LEMBAGA

PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tatrun 2O2O dan Peraturan Bupati

Nomor........ Tatrun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawatr ini:

Narna :

No. KTP/MP/NRP *) :

Jabatan

Nama Lembaga :

Alamat kmbaga :

Sebagai penerima Hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun

Anggaran sebesar Rp ......... ..... (....... rupiah)

yang akan digunakan unttrk kegiatan sebagai berikut:

No. Uraiarr Kegiatarl / Penggunaan Jumlah Rp.

1. Nama Kegiatan

(Uraian Belanja) Rp .........
(Uraian Belaql'a) Rp .........

Contoh:

Belanja Konsumsi Rp 5O.OOO,OO

Bela4ja ATK Rp 2O.OOO,OO

Rp

2. Nama Kegiatan

(Uraian Belanja) Rp ..........
(Uraian Belanja) Rp ..........

Contoh:

Belanja Konsumsi Rp 5O.O0O,OO

Belanja ATK Rp 2O.OOO,OO

Rp

JUMI.,AH KESELURUHAN Rp

n-roiah
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Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan meLaporkan dan mempertanggungiawabkan penggunaan dana Hibah yang

diterima dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Cq. Kepala SKPD

Pemberi Rekomendasi paling lambat tanggal 31 bulan Desember Tatrun

Anggaran berkenaan;

2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan dan NPHD

yang telatr ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan material atas

penggunaan dana Hibah yang diterima.

3. fidak akan mengalihkan belanja Hibah kepada pihak lain; dan

4. Bersedia dihrnhrt sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila di

kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalatrgunaan dana Hibah yang diterima.

Demikian surat pertanggungiawaban mutlak ini dibuat di atas kertas materei

secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim,

Nama Jabatan

(materai cukup)

Nama Jelas

NIP............. ")

*) BaA penerima Hibah instansi pemerintah pusat
pemerintah daerah lainnya
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BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

. tanggal bulan
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

tatrun

Narna :

Jabatan : Kepala SKPD

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan : Penerima Hibah/Bantuan Sosial*)

Alarnat :

Selanjutnya disebut PIH.AK KEDUA

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daeratr Nomor Tahun
..... Tanggal ... ") PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada

PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK

PERTAMA berupa daftff terlampir :

No.
Nama

Barang/Jasa
Jumlah

Barang/Jasa
Spesffikasi

Barang/Jasa
Nilai

Barang/Jasa
Keterangan

I

Jumlah

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh kedua belah pihak,

adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup, sejak

penarrdatangan berita acara ini, maka barang/jasa tersebut, menjadi tanggung jawab

PIHAK KEDUA, memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan

(tempat dimana barang itu dibutuhkan).

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan, Kepala Perangkat Daerah

Teknis Terkait,

(Nama Jelas)
NIP (bagi penerima Hibah

instansi pemerintah)

Nama Jelas
NIP
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I,APORAN PENGGUNAAT,I HIBAH/ BAI{TUAN SOSI,AL")

LAPORAN PENGGUNAAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL T

(Nama Iembaga)

TAHUN ANGGARAN ........

NAMA LEMBAGA
ALAMAT

LOGO LEMBAGA
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KATA PENGAI{TAR

SURAT PERI.IYATAAN BERMATERAI TEI.AFI MENGGUNAKAN DANA HIBAH/BANTUAN

SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFINITIF/ RAB/NPHD

DAFTAR ISI

A. Laporan Keuangan

- Rekapitulasi Realisasi Penggunzran Dana Hibah/Bantuan Sosial (Sesuai RAB)

(seatai format di bawah ini)

No.
Uraian

Keeiatan
Anggaran

fRp)

Realisasi
tRol

Saldo (Rp) Keterangan

Rincian Realisasi Kegiatan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosial

(sesuai format di b auah ini)

No.
Uraian
Rincian
KeEiatan

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Saldo (Rp) Keterangan

- Rekening Koran

- Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kas Daerah* (iika ada sisa dana

hibah)

B. [.aporan Kegiatan/Sub Kegiatan

- Pendatruluan

- Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan

- Hasil Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatart

C. Penutup

- Kesimpulan

I,AMPIRAN-I,AMPIRAN

*1 eilih salah Sattr
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F'ORMAT 10

SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/

BANTUAN SOSIAL *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. KTP/MP *)

Jabatan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Dengan ini menyatakan bahwa dana Hibatr/Bantuan Sosial*) dari Pemerintah Kabupaten

Muara Enim Tahun Anggaran sebesar Rp..................

(.............. ...........rupiah) telatr digunakan sesuai dengan Naskah Perjaniian

Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani antara Pemerintatr Kabupaten Muara Enim

dengan (narna lembaga) **) /Rencana Anggaran Biaya (RAB)

dan Proposal yang diusulkan ***), dan saya bertanggung jawab atas penggunaan dana

Hibah/Bantuan Sosial tersebut baik secara pidana maupun perdata dan tidak melibatkan

Pihak Pemerintatr Kabupaten Muara Enim.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Muara Enim,

Narna Jabatan

(materai cukup)

(Nama Jelas)

*) pilih salah Satu
**) untuk Hibatt
***) untuk Banhran Sosial
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FORMAT 1I

USUI,AN KEPAI,A SKPD BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA

INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG)

KOP SKPD

Nomor

Sifat
Lampiran
Hal Usulan permohonan

Bantuan Sosial yang

direncanakan kepada

individu dan/ atau keluaraga

berupa uang.

Muara Enim, ................2O..

Kepada

Yth. Bupati Muara Enim Melalui
Kepala Bappeda I(abupaten

Muara Enim
di-

MUARA EMM

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrun 2O2O dan

Peraturan Bupati Nomor........ Tahun tentang Pedoman Pemberian

Hibatr dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang

bertanda tangan di bawatr ini:

Nema : .............

NIP : .............

Jabatan : .............

Dengan ini mengajukan usulan permohonan Bantuan Sosial dengan rincian

sebagai berikut:

No. Nama Penerima
Alamat

Penerima
NIK

No lGrtu
Keluarsa

Jenis
Kslatnin

Jumlah
{Rrrl

l.
2-

3.

4.

5.

Bersama surat ini karni lampirkan Surat Rekomendasi (sebagaim.ann Format
4.11.

Demikian disampaikan unhrk dapat diproses lebih lanjut sesuai

ketenttran peraturan Perundang-undangan.

Kepala Perangfut Daerah Teloris,

(Narna Jelas)

NIP.....,......
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DAFTAR PENERIMA, AI"AMAT DAI{ BESARAIiI AI.OKASI

BANTUAI{ SOSI.AL

No. Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rpl

1.

2.

3.

4.

5.
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FORMAT 13

(PAI(TA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL)

KOP LEMBAGA

PAKTA II.ITEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O dan Peraturan Bupati

Nomor........ Tatrun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari APBD, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawatr ini:

Nama

No. KTP

Jabatan

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Sebagai penerima Bantuan Sosial bempa uang dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Tatrun Anggaran sebesar Rp

akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No. Uraian Ke giatan / Penggunaan Jumlah Rp.

1. Nama Kegiatan

(Uraian Bela:$a) Rp .........

(Uraian Bela4ja) Rp .........

Contoh:

Belanja Konsumsi Rp 5O.O0O,O0

Belanja ATK Rp 2O.OOO,OO

Rp

2. Narna Kegiatan .......

(Uraian Belanja) Rp

(Uraian Belanja) Rp

Contoh:

Belanja Konsumsi Rp 5O.OOO,OO

Belarrja ATK Rp 2O.OOO,OO

Rp

JUMLAH KESELURUHAN Fn

rloiah
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Dengan ini menyatakan bahwa:

l. Akan metaporkan dan mempertanggungiawabkan penggunaan dana Bantuan Sosial

yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Cq. Kepala

SKPD Pemberi Rekomendasi (Nama SKPD Pemberi Rekomendasi) paling lambat

tanggal 31 bulan Desember Tatrun Anggaran berikenaan;

2. Akan melaksanaf<an kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan yang telah

ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan material atas

penggunaan dana Bantuan Sosial yang diterima.

3. Tidak akan mengalihkan belanja bantuan social kepada pihak lain; dart

4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila di

kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana Bantuan Sosial yang

diterima.

Demikian surat pertanggungiawaban mutlak ini dibuat di atas kertas materei

secukupnya unttrk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim,

Narrra Jabatan

(materai cukup)

(Nama Jelas)
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trl}RMAT 14

I,APORAN HASIL MOMIORING DAI{ EVALUASI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

HIBAH/BAI{TUAI\I SOSIAL *)

TAHUN ANGGARAN

NAI\{A SKPD PEMBERI REKOMENDASI

AI,AMAT
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KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PEI"AKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- Rencana/Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

(sea.mi format di bautah ini)

Realisasi ProgramlKegiatan/ Sub Kegiatan Hibah/Bantuan Sosial*)

lseatai format di bautah ini)

No. Iembaga
Uraian

Program/Kegiatan/Sub
Keoiatan

Anggaran
(np)

Realisasi
(Rp)

Saldo
(Rp)

Keterangan

C. HASIL PEI.AKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

- HASIL PELAKSANAAT.I PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SECARA UMUM

- HASIL PEI"AKSANAAN PROGRAM/KEGTATAN/SUB KEGIATAN YANG

MENUNJANG PROGARM/KEGTATAN/SUB KEGIATAN PEMERII.ITAH

KABUPATEN MUARA ENIM

D. PERMASAI,AHAN DAN PEMECAHAN MASAI,AH

- PERMASAI"AHAN

- PEMECAHAN MASAI,AH

E. PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran

I.,AMPIRAN-I.,AMPIRAN
*) pilih salah satu

PJ. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M

No. Lembagp
Uraian Program/

Keciatan/Sub Kesiatan
Anggaran

{Rpl
Keterangan


